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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pengelolaan/manajemen pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, dari yang bersifat sentralistis menjadi desentralistis dan menempatkan otonomi pendidikan pada tingkat sekolah.
 Perubahan ini sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
 Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan desentralisasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan proses restrukturisasi, refungsionalisasi serta revitalisasi organisasi dan manajemen pendidikan. Proses tersebut perlu dilakukan agar pengelola pendidikan lebih mampu melayani dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Keadaan semacam itu menimbulkan implikasi para pengelola pendidikan pada tingkat makro, meso maupun mikro dituntut untuk mampu menyajikan program pendidikan secara menyeluruh, terintegrasi, bertahap, berkelanjutan, akuntabel, partisipatif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan.
Desentralisasi pendidikan pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari pusat. Proses pendidikan bukan suatu mesin yang apabila tombol sudah ditekan, maka proses akan berjalan secara teratur sebagaimana telah diprogramkan. Pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi antara berbagai input yang ada dan input dengan lingkungan. Oleh karena interaksi yang ada dan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain, maka keseragaman secara menyeluruh yang diinstruksikan dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan kata lain, kebijakan desentralisasi dapat mengoptimalkan proses pendidikan yang berkua-litas. Di samping itu, desentralisasi pendidikan juga dapat berarti pemegang kendali pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan improvisasi dalam melaksanakan pendidikan. Dengan demikian akan terdapat upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen/unsur yang antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang sangat erat untuk mencapai tujuan secara optimal. Masing-masing komponen juga memiliki tugas dan tanggung jawab secara khusus yang mesti dilaksanakan. Dengan demikian komponen-komponen tersebut sangat mempengaruhi mutu pendidikan yang dihasilkan, baik yang tampak pada proses maupun outputnya. Di antara komponen/unsur yang bertugas melakukan pengawasan pada suatu lembaga pendidikan adalah pengawas. Menurut Syaiful Sagala yang dimaksud pengawas yaitu “orang yang melakukan pekerjaan pengawasan di sekolah”.
 Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) No.118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 angka 1 juga dinyatakan bahwa: 
Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Departemen Agama khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam diberi istilah “Pengawas Pendidikan Agama Islam (PENDAIS)” sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Agama No.381 tahun 1999 adalah: 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 
Kondisi yang seringkali terjadi pada anggapan bahwa keberadaan pengawas membuat madrasah tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kompetensi yang dimiliki pengawas tersebut tidak mendukung terhadap profesinya sebagai tenaga profesional. Seringkali muncul kesan di masyarakat pendidikan, bahwa profesi/jabatan fungsional merupakan pilihan para mantan pejabat untuk memperpanjang masa dinasnya sebagai PNS. Hal ini populer di kalangan masyarakat pendidikan dengan istilah "NU" atau nambah umur. Padahal, pengawas sebagai jabatan profesional harus memiliki kualifikasi atau syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah bahwa: 
Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut: (a) memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi; (b) Guru SMP/MTs berserifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya; (c) memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c, (d) berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, (e) memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah, dan (f) lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
 
Dengan adanya beberapa kualifikasi pengawas tersebut, maka tidak selayaknya para pejabat struktural menjadi profesi tersebut sebagai ajang "nambah umur" lagi. Kadir Jaelani menegaskan “Pengawas yang berasal dari pejabat struktural cenderung kurang memahami teknis kependidikan”.
 Argumentasi tersebut diperkuat oleh kajian dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam tentang kinerja pengawas yang menemukan bahwa: (1) pengawas jarang melakukan kunjungan, (2) guru dan kepala madrasah cenderung dianggap sebagai bawahan, (3) minimnya kemampuan teknis edukatif pendidikan, dan (4) banyak pengawas yang tidak memiliki basis ilmu pendidikan.

Temuan-temuan di atas pada gilirannya akan menimbulkan implikasi negatif terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di sekolah maupun pendidikan di madrasah. Tugas pokok seorang pengawas adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan.
 Sedangkan tugas pokok Pengawas Pendais adalah “menilai dan membina teknis pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah, baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya”.

Penilaian (assesment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil kinerja sekolah yang antara lain tampak pada tingkat ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) siswa. Dalam konteks ini berarti seorang pengawas harus mengetahui konsep dan teknik penilaian agar dapat mengetahui kinerja madrasah. Instrumen penilaian itu harus memenuhi prinsip validitas (keshahihan), reliabilitas (kehandalan). Apabila instrumen yang digunakan tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, kemungkinan yang terjadi adalah data yang diperoleh dari kegiatan penilaian tidak dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
Pengawas juga bertugas membina penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya melakukan pembinaan itu, seorang pengawas harus memahami adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang difokuskan pada pemberian otonomi yang lebih luas pada madrasah untuk mengelola dirinya sendiri. Sasarannya adalah peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Pendekatan ini mengharuskan seorang pengawas memposisikan diri sebagai pembina, pelayan, penilai dan pemberi bantuan kepada sekolah terutama para tenaga pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Efektivitas kerja dari seorang pengawas antara lain tampak pada kemampuannya memberikan layanan supervisi
 kepada madrasah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
Kinerja pengawas juga akan terlihat pada sejauhmana kemampuannya bekerjasama dengan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan perkataan lain, sejauhmana pengawas mampu membina serta mengarahkan kepala sekolah/madrasah mengenai kegiatan pendidikan pada lembaga yang dipimpinnya, seperti interaksi yang efektif antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, ketersediaan media pembelajaran yang memadai dan lain sebagainya. Karena untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (total quality) akan sulit terwujud jika hanya dilakukan oleh komponen-komponen tertentu saja tanpa bekerjasama dengan komponen lain yang terkait.

Prinsip kerjasama antara pengawas dan kepala sekolah dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial
 (homo socius) yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan berinteraksi dengan orang lain. Baik dalam bertugas maupun untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. 
Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak 14 abad yang lampau juga telah memerintahkan umatnya agar senantiasa saling bekerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemunkaran. Sebagaimana firman Allah: 

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب  (المائدة : 2)

“…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya”

Menurut Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerin-tahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang munkar. Hal ini dinamakan dengan ketakwaan. Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya bantu membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Berbagai keutamaan yang dapat diperoleh seseorang yang membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan di dunia. Di antara keutamaan tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menghilangkan segala kesulitan orang tersebut pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

عن أبي هريرة d عن النبي j قال: من فرج عن مسلم كربة فى الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه  (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: Siapa yang melenyap-kan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah melenyapkan pula kesulitan-nya kelak di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong seseorang selama orang itu menolong kawan/saudaranya (sesama muslim)” (HR. al-Bukhari)

Dengan adanya kerjasama dan saling tolong menolong, maka suatu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan mudah sedangkan tujuan yang diinginkan dapat pula diraih secara efektif dan efisien. Sebuah pepatah mengatakan “berat sama dipikul ringan sama dijinjing”. Hal ini berarti untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah tidak dapat dilakukan secara individual oleh pengawas atau kepala sekolah saja. Namun kedua unsur tersebut harus menjalin kerjasama yang solid, menyatukan langkah dalam satu visi dan misi, yaitu meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Segala sesuatu yang sudah berlalu tidak mesti dibiarkan begitu saja, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi diri untuk menentukan langkah dan kebijakan berikutnya dalam rangka mencapai hasil (mutu) pendidikan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT: 
يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون   (الحشر: 18)

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memperhatikan hal-hal apa yang hendak dilaksanakan bagi hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Mencermati berbagai fenomena di lapangan melalui kegiatan observasi, terutama yang terjadi pada pengawas PAI pada MTsN Kota Padang yang berjumlah 7 (tujuh) buah,
 terlihat indikasi seperti yang ditemukan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam tentang kinerja pengawas di atas yaitu: (1) pengawas jarang melakukan kunjungan, (2) guru dan kepala madrasah cenderung dianggap sebagai bawahan, (3) minimnya kemampuan teknis edukatif pendidikan, dan (4) banyak pengawas yang tidak memiliki basis ilmu pendidikan, merupakan bukti belum efektifnya proses kerjasama yang terjalin antara pengawas dan kepala sekolah.
 Fenomena tersebut agaknya relevan dengan temuan penelitian Imran Siregar
 bahwa menurut kepala madrasah dan guru, hanya sebagian kecil pengawas yang menginformasikan jadwal kunjungannya ke madrasah. Kemudian kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas lebih banyak bersifat administratif dan belum sampai pada model supervisi klinis yang merupakan mekanisme supervisi kegiatan pembelajaran.
Idealnya seorang pengawas perlu melakukan hal yang sebaliknya dari fenomena di atas, yaitu: (1) pengawas sering melakukan kunjungan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, (2) guru dan kepala sekolah dianggap sebagai mitra kerja, bukan sebagai bawahan, (3) pengawas harus memiliki kemampuan teknis edukatif pendidikan, dan (4) pengawas harus memiliki basis ilmu pendidikan. 
Dari keempat indikator yang harus dilakukan oleh pengawas di atas, tampaknya yang lebih berkaitan dengan persoalan kerjasama pengawas dan kepala sekolah, sebagaimana dalam penelitian ini adalah dua poin yang pertama. Untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara pengawas dan kepala sekolah, maka pengawas harus sesering mungkin mengunjungi sekolah yang berada pada wilayah tanggung jawabnya. Jika tidak maka akan sulit melakukan kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Pada poin kedua, pengawas yang menganggap kepala sekolah maupun guru sebagai bawahan, bukan sebagai mitra kerja, juga akan mempersulit terjalinnya kerjasama yang baik. Sebab jika pengawas memperlakukan kepala sekolah sebagai bawahan, otomatis kepala sekolah akan menganggap pengawas sebagai atasan, sehingga muncul sikap kurang terbuka dan merasa terikat akibat adanya pengawasan tersebut. Konsekuensinya kepala sekolah maupun guru tidak dapat mengembangkan kreativitasnya dalam proses pendidikan serta tidak berani melakukan improvisasi maupun inovasi bagi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, terutama mutu Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas terlihat adanya kesenjangan-kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dengan yang terjadi di lapangan (das sain), untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kerjasama pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di MTsN Kota Padang.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana jalinan kerjasama antara pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di MTsN Kota Padang? 

2. Batasan Masalah

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

a. Proses kerjasama pengawas dan kepala sekolah di MTsN Kota Padang
b. Bentuk-bentuk kerjasama pengawas dan kepala sekolah 
c. Bidang-bidang kerjasama pengawas dan kepala sekolah 
d. Kendala yang ditemui pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan kerjasama di MTsN Kota Padang

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama antara pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di MTsN Kota Padang. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal pokok berikut: 

a. Proses kerjasama pengawas dan kepala sekolah di MTsN Kota Padang

b. Bentuk-bentuk kerjasama pengawas dan kepala sekolah 

c. Bidang-bidang kerjasama pengawas dan kepala sekolah 

d. Kendala yang ditemui pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan kerjasama di MTsN Kota Padang
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan Islam.
Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan berguna: 

a. Sebagai masukan bagi para kepala sekolah umumnya dan Kepala MTsN Kota Padang khususnya dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam pada lembaga yang dipimpinnya.
b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengawas dan kepala sekolah di MTsN Kota Padang dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan Agama Islam di lembaganya masing-masing.

D. Penjelasan Istilah
Di sini penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam memahami maksud judul tersebut. Kata-kata kunci yang dimaksud adalah: 

Kerjasama: Yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.
 Maksudnya di sini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah di MTsN Kota Padang dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.
Pengawas: yaitu orang yang mengawasi; melihat, memperhatikan (tingkah laku orang); mengamat-amati dan menjaga baik-baik, mengontrol.
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.118/1996 dan Keputusan Menteri Agama No.381 tahun 1999, pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah; menilai dan membina teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah.
 Maksudnya di sini adalah pengawas yang diberi tugas dan wewenang menilai dan membina kegiatan Pendidikan Agama Islam yang berlangsung di MTsN Kota Padang.
Kepala Sekolah: yaitu orang (guru) yang memimpin suatu sekolah; guru kepala.
 Kepala sekolah juga diartikan tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
 Maksudnya di sini adalah personil-personil yang sengaja ditunjuk sebagai pimpinan di MTsN di Kota Padang.
Mutu: yaitu (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb).
 Menurut Sanusi seperti dikutip Moch. Idochi Anwar, secara substantif, mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam skala.
 Maksudnya di sini adalah taraf nilai yang harus dicapai oleh siswa MTsN Kota Padang dalam empat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu: al-Quran Hadis, Fikih, SKI dan Akidah Akhlak.
Pendidikan Agama Islam: yaitu usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan.
 Pendidikan Agama Islam juga berarti suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
 Menurut Muhaimin, Pendidikan Agama Islam adalah merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam.
 Dalam perkembangan selanjutnya, PAI dapat dimaknai dalam dua pengertian: 1) sebagai sebuah proses penanaman ajaran agama Islam, 2) sebagai bahan kajian yang menjadi materi proses itu sendiri.
 Yang penulis maksud di sini adalah PAI sebagai bahan kajian yang menjadi materi/bahan ajar di madrasah yang meliputi empat bidang studi, yaitu: al-Quran Hadis, Fikih, SKI dan Akidah Akhlak.
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